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Tesisini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan
dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU
No0.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal
dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu
dampak rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legidlatif Indonesia. Dengan menggunakan metode
kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legidlatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya
dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah
anggota legidatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota
legidatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan
peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat,
isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik.
<hr><i>Thisthesisis about the factors why the role of women legidator is un maximum in decision making
of women?s representation in electoral law DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No.
81n 2012). The backround of this research is the weakness of women representation regulation which makes
the number of women legidator islow in Indonesian legidative. Using qualitative method, this research has
result that women legislator is un maximum when they do their role of making women representation
regulation. The factors are, the first is the less of women legislator and the less of critism of woman
legidlator, the second is the focus of the women legidator is much concern about politic. The third factor is
the style of women legislator when making women representation regulation is using delegation caracter
(delegate from politic party). The last is the women representator issue has not yet become politic party
ownership issue.</i>
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